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Kata Pengantar
Sehubungan dengan telah dilaksanakan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota gelombang III yang dilaksanakan secara demokratis secara serentak sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 pada tanggal 27 Juni 2018 dan guna melaksanakan amanat Pasal 2 ayat (1) UUD 1945 yang mengatur Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah serta amanat Pasal 6A ayat (1) UUD 1945 yang mengamanatkan agar Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat, Bawaslu memiliki tugas untuk mempersiapkan Sumber Daya Manusia penyelenggara pemilu yang berkualitas, berkompeten, professional, dan berintegritas dalam melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan tahapan akhir Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yakni guna menghadapi Persidangan Perselisihan Hasil di Mahkamah Konstitusi yang berlangsung selama 2 (dua) bulan dan telah dimulai sejak tanggal 26 Juli dan pembacaan putusan akhir akan dilaksanakan pada tanggal 18 - 26 September 2018 sekaligus melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan dan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.

Upaya perbaikan untuk meningkatkan kualitas pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota dan Pemilihan Umum Anggota Legislatif serta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden tidak hanya mempersiapkan SDM saja, akan tetapi termasuk perbaikan terhadap Peraturan Bawaslu yang perlu disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan mengenai Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota serta Pemilihan Umum Anggota Legislatif dan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden yang akan disusun. Penyempurnaan peraturan ini menjadi prioritas utama Bawaslu, mengingat salah satu faktor keberhasilan penyelenggaraan Pemilu adalah kesiapan SDM yang professional dalam penyelenggaraan Pemilu serta didukung dengan peraturan perundang-undangan yang baik.

Dalam Pasal 22B huruf a Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang mengatur bahwa tugas dan wewenang Bawaslu dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota salah satunya adalah menyusun dan menetapkan Peraturan Bawaslu dan pedoman teknis pengawasan untuk setiap tahapan Pemilihan serta pedoman tata cara pemeriksaan, pemberian rekomendasi, dan putusan atas keberatan setelah berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat dan Pemerintah dalam forum rapat dengar pendapat yang keputusannya bersifat mengikat.

Sementara itu Pasal 93 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum mengatur bahwa salah satu tugas Bawaslu adalah menyusun standar tata laksana pengawasan Penyelenggaraan Pemilu untuk pengawas Pemilu di setiap tingkatan.

Oleh karena itu, Bawaslu telah melakukan identifikasi, analisis, dan pemetaan kebutuhan Peraturan Bawaslu terhadap peraturan perundang-undangan tersebut yang akan menjadi pedoman dan payung hukum bagi jajaran Pengawas Pemilu dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagaimana akan kami laporkan lebih lanjut sebagai bentuk pertanggungjawaban.

Agustus 2018
Bagian Hukum,

Biro Hukum, Humas, dan Pengawasan Internal

A. Terhadap Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang  Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang

Bahwa dengan telah diundangkannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang  Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, Bawaslu telah melakukan identifikasi, analisis dan pemetaan kebutuhan Peraturan Bawaslu sebagai berikut:

1. Penggantian Peraturan Bawaslu mengenai Pengawasan Perencanaan, Pengadaan, dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara dan Dukungan lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota
· bahwa walaupun tidak ada perubahan pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 namun KPU melakukan penyesuaian dalam Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2017 tentang Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan, dan Pendistribusian Perlengkapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, sehingga membawa dampak adanya kebutuhan untuk melakukan penyesuaian dalam Peraturan Bawaslu mengenai Pengawasan Perencanaan, Pengadaan, dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara dan Dukungan lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.
· bahwa Peraturan Bawaslu mengenai Pengawasan Perencanaan, Pengadaan, dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara dan Dukungan lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota sebelumnya telah diatur dalam:

a. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pengawasan Perencanaan, Pengadaan, dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara dan Dukungan lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 994)
b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan atasPerbawaslu Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pengawasan Perencanaan, Pengadaan, dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara dan Dukungan lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1708)
· bahwa kedua Peraturan Bawaslu tersebut dicabut dan dinyatakan tidak berlaku dengan Peraturan Bawaslu Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengawasan Perencanaan, Pengadaan, dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara dan Dukungan lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota ((Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 174)
2. Peraturan Bawaslu mengenai Pengawasan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota di Wilayah Aceh, Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur pada Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Papua, dan Papua Barat 
· bahwa untuk memudahkan fokus pengawasan terhadap Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota di wilayah Aceh, Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur pada Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Papua, dan Papua Barat sesuai dengan karakteristik masing-masing daerah berdasarkan undang-undang yang mengatur otonomi khusus dan pemerintahan khusus mengingat Pasal 199 Undang-Undang Pemilihan mengatur bahwa ketentuan dalam Undang-Undang ini berlaku juga bagi penyelenggaraan Pemilihan di Provinsi Aceh, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Provinsi Papua, dan Provinsi Papua Barat, sepanjang tidak diatur lain dalam Undang-Undang tersendiri.
· bahwa Bawaslu telah mengundangkan Peraturan Bawaslu Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota di Wilayah Aceh, Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur pada Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Papua, dan Papua Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 175)
3. Perubahan Peraturan Bawaslu mengenai Pengawasan Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota
· bahwa penambahan pengaturan mengenai pengawasan terhadap Rekening Khusus Dana Kampanye mengakibatkan Peraturan Bawaslu mengenai Pengawasan Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota perlu diubah.
· bahwa Perbawaslu terkait dengan Pengawasan Dana Kampanye sebelumnya telah diatur dalam Peraturan Bawaslu Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pengawasan Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1426)
· bahwa Bawaslu telah mengundangkan Peraturan Bawaslu Nomor 11 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bawaslu Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pengawasan Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 351)
4. Perubahan Peraturan Bawaslu mengenai Pengawasan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota
· bahwa penambahan pengaturan mengenai pengawasan untuk kampanye di media sosial mengakibatkan Peraturan Bawaslu mengenai Pengawasan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota perlu diubah.
· bahwa Perbawaslu terkait dengan Pengawasan Kampanye sebelumnya telah diatur dalam Peraturan Bawaslu Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1427)
· bahwa Bawaslu telah mengundangkan Peraturan Bawaslu Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bawaslu Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pengawasan Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 372)
5. Penggantian Peraturan Bawaslu mengenai Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota
· bahwa penambahan pengaturan dalam Pasal 85 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang pada pokoknya mengatur mengenai syarat kondisi pemberian suara secara elektronik dan pengaturan mengenai cara mencoblos dalam hal hanya terdapat 1 (satu) pasangan calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota dilakukan sebagaimana Pasal 54C ayat (3).
· bahwa Peraturan Bawaslu mengenai Pengawasan Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota sebelumnya telah diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1709)
· bahwa Peraturan Bawaslu tersebut dicabut dan dinyatakan tidak berlaku dengan Peraturan Bawaslu Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 391)
6. Penggantian Peraturan Bawaslu mengenai Pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota
· bahwa walaupun tidak ada perubahan pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 namun KPU melakukan penyesuaian dalam Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2017 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, sehingga membawa dampak adanya kebutuhan untuk melakukan penyesuaian dalam Peraturan Bawaslu mengenai Pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
· bahwa Peraturan Bawaslu mengenai Pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebelumnya telah diatur dalam:

a. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 996)

b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1710)

· bahwa kedua Peraturan Bawaslu tersebut dicabut dan dinyatakan tidak berlaku dengan Peraturan Bawaslu Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 392)
7. Peraturan Bawaslu mengenai Pengelolaan Barang Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota
· bahwa barang dugaan pelanggaran perlu dikelola secara tertib untuk mendukung proses penanganan pelanggaran Pemilihan Umum atau Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
· bahwa Peraturan Bawaslu mengenai pengelolaan barang dugaan pelanggaran Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota belum pernah diatur dengan Perbawaslu.
· bahwa Bawaslu telah mengundangkan Peraturan Bawaslu Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 788).
B. Terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

1. Penggantian Peraturan Bawaslu mengenai pengawasan Tahapan Verifikasi Partai Politik dalam Pemilu
· bahwa pengaturan dalam Pasal 97 huruf b angka 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang pada pokoknya mengatur Tahapan Verifikasi Partai Politik dalam Pemilu, membawa dampak kebutuhan penyusunan Peraturan Bawaslu mengenai pengawasan Tahapan Verifikasi Partai Politik dalam Pemilu.

· bahwa Peraturan Bawaslu mengenai pengawasan Tahapan Verifikasi Partai Politik dalam Pemilu sebelumnya telah diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pengawasan atas Pendaftaran, Verifikasi Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1110).
· bahwa Bawaslu telah mengundangkan Peraturan Bawaslu Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 176).
2. Peraturan Bawaslu mengenai Pemantauan Pemilu
· bahwa perubahan pengaturan dalam Pasal 437 ayat (7), Pasal 439 ayat (6), Pasal 447 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang pada pokoknya mengatur mengenai tata cara akreditasi pemantau pemilu, bentuk dan format tanda pengenal pemantau Pemilu, dan petunjuk teknis pelaksanaan pemantauan Pemilu, membawa dampak kebutuhan Bawaslu untuk menyusun Rancangan Peraturan Bawaslu mengenai Pemantauan Pemilu.

· bahwa Peraturan Bawaslu mengenai Pemantauan Pemilu belum pernah diatur dengan Perbawaslu karena sebelumnya akreditasi terhadap Pemantau Pemilu sebelumnya diatur dalam Peraturan KPU Nomor 23 Tahun 2013 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilu.

· bahwa Bawaslu telah mengundangkan Peraturan Bawaslu Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pemantauan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 177)
3. Peraturan Bawaslu mengenai Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara, Anggota Tentara Nasional Indonesia, dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia
· bahwa dalam Pasal 93 huruf f Undang-Undang Pemilu mengatur bahwa Bawaslu bertugas mengawasi netralitas aparatur sipil negara, netralitas anggota Tentara Nasional Indonesia, dan netralitas anggota Kepolisian Republik Indonesia.
· bahwa Peraturan Bawaslu mengenai pengawasan netralitas aparatur sipil negara, netralitas anggota Tentara Nasional Indonesia, dan netralitas anggota Kepolisian Republik Indonesia belum pernah diatur dengan Perbawaslu.
· bahwa Bawaslu telah mengundangkan Peraturan Bawaslu Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara, Anggota Tentara Nasional Indonesia, dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 254).
4. Penaturan Bawaslu mengenai Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum
· bahwa pengaturan dalam Pasal 455 ayat (2) Undang-Undang Pemilu mengatur bahwa mengenai penanganan temuan dan laporan pelanggaran Pemilu diatur dengan Peraturan Bawaslu.
· bahwa ketentuan mengenai penanganan temuan dan laporan pelanggaran Pemilu  sebelumnya telah diatur dalam Peraturan Bawaslu Nomor 11 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bawaslu Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Bawaslu Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pengawasan Pemilu.
· bahwa ketentuan mengenai penanganan temuan dan laporan pelanggaran Pemilu sebelumnya telah diatur dalam:
a. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pengawasan Pemilu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 792)
b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Bawaslu Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pengawasan Pemilu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 773)
· bahwa kedua Peraturan Bawaslu tersebut sepanjang mengatur mengenai temuan dan laporan pelanggaran Pemilu dicabut dan dinyatakan tidak berlaku dengan Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penangananan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 324)
5. Peraturan Bawaslu mengenai Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu dan yang Terjadi Secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif pada Pemilihan Umum
· bahwa Pasal 465 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang pada pokoknya mengatur mengenai kewenangan Bawaslu dalam melakukan penyelesaian pelanggaran administratif Pemilu, membawa dampak kebutuhan perubahan terhadap Peraturan Bawaslu mengenai Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu dan yang Terjadi Secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif pada Pemilihan Umum.

· bahwa Peraturan Bawaslu mengenai Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu dan yang Terjadi Secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif pada Pemilihan Umum sebelumnya belum pernah diatur dalam Peraturan Bawaslu.

· bahwa Bawaslu telah mengundangkan Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 325)
6. Penggantian Peraturan Bawaslu mengenai Sentra Penegakan Hukum Terpadu 
· bahwa Pasal 486 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang pada pokoknya mengatur mengenai Sentra Penegakan Hukum Terpadu, membawa dampak kebutuhan perubahan terhadap Peraturan Bersama  Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Jaksa Agung Republik Indonesia tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota .

· bahwa Peraturan Bawaslu mengenai Sentra Penegakan Hukum Terpadu pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota sebelumnya telah diatur dalam Peraturan Bersama  Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016, Nomor 01 Tahun 2016, Nomor 013/JA/11/2016 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

· bahwa dikarenakan Peraturan Bersama tidak termasuk dalam hierarkhi Peraturan Perundang-Undangan maka Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 mengatur bahwa Sentra Penegakan Hukum Terpadu diatur dengan Peraturan Bawaslu.

· bahwa Bawaslu telah mengundangkan Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 326)
7. Penggantian Peraturan Bawaslu mengenai Pengawasan Tahapan Penataan Dan Penetapan Daerah Pemilihan dalam Pemilu Legislatif
· bahwa pengaturan dalam Pasal 93 huruf d angka 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang pada pokoknya mengatur mengenai Pengawasan Tahapan Penataan Dan Penetapan Daerah Pemilihan, membawa dampak kebutuhan perubahan terhadap Peraturan Bawaslu mengenai Pengawasan Tahapan Penataan Dan Penetapan Daerah Pemilihan dalam Pemilu.

· bahwa Peraturan Bawaslu mengenai Pengawasan Tahapan Penataan Dan Penetapan Daerah Pemilihan dalam Pemilu Legislatif sebelumnya telah diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Pengawasan Penetapan Jumlah Kursi dan Daerah Pemilihan, Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 643).

· bahwa Bawaslu telah mengundangkan Peraturan Bawaslu Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 393).

8. Penggantian Peraturan Bawaslu mengenai Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah
· bahwa Pasal 261 Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 mengatur mengenai pengawasan atas verifikasi kelengkapan administrasi bakal calon anggota DPD.
· bahwa ketentuan mengenai pengawasan pencalonan perseorangan peserta Pemilihan Umum Anggota DPD telah diatur dalam Peraturan Bawaslu Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengawasan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 644).
· bahwa sepanjang ketentuan mengenai pengawasan pencalonan perseorangan peserta Pemilihan Umum Anggota DPD  dalam Peraturan Bawaslu tersebut dicabut dan dinyatakan tidak berlaku dengan telah diundangkannya Peraturan Bawaslu Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 666)
9. Perubahan Peraturan Bawaslu mengenai Pengawasan Tahapan Pemilu Luar Negeri
· bahwa pengaturan dalam Pasal 111 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang pada pokoknya mengatur mengenai Pengawasan Tahapan Pemilu Luar Negeri, membawa dampak kebutuhan perubahan terhadap Peraturan Bawaslu mengenai Pengawasan Tahapan Pemilu Luar Negeri.

· bahwa Peraturan Bawaslu mengenai Pengawasan Tahapan Pemilu Luar Negeri sebelumnya telah diatur dalam:

a. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pengawasan Kampanye, Distribusi Logistik, Pemungutan dan Penghitungan serta Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Pemilihan Umum di Luar Negeri dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Tahun 2014 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 399)

b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2014 tentang Pengawasan Pemilihan Umum di Luar Negeri dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 850)
· bahwa Bawaslu telah mengundangkan Peraturan Bawaslu Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum di Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 667).
10. Perubahan Peraturan Bawaslu mengenai Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu 
· bahwa perubahan pengaturan dalam Pasal 469 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang pada pokoknya mengatur mengenai tata cara penyelesaian sengketa proses Pemilu diatur dalam Peraturan Bawaslu, membawa dampak kebutuhan perubahan terhadap Peraturan Bawaslu mengenai Pengawasan Pencalonan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

· bahwa Peraturan Bawaslu mengenai tata cara penyelesaian sengketa proses Pemilu sebelumnya telah diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1826)
· bahwa Peraturan Bawaslu tersebut memerlukan penyesuaian dengan kebutuhan Bawaslu sehingga diubah dengan Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 787).
11. Peraturan Bawaslu mengenai Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum
· bahwa Pasal 93 huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 mengatur bahwa salah satu tugas Bawaslu adalah melakukan pencegahan dan penindakan terhadap pelanggaran Pemilu dan sengketa proses Pemilu.
· bahwa ketentuan mengenai pencegahan terhadap pelanggaran Pemilu telah diatur sebelumnya dalam Peraturan Bawaslu Nomor 11 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bawaslu Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Bawaslu Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pengawasan Pemilu.
· bahwa ketentuan mengenai pencegahan sengketa proses Pemilu belum pernah diatur dengan Perbawaslu.
· bahwa ketentuan mengenai pencegahan Pemilu sebelumnya telah diatur dalam:
a. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pengawasan Pemilu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 792)
b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Bawaslu Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pengawasan Pemilu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 773)
· bahwa kedua Peraturan Bawaslu tersebut sepanjang mengatur mengenai pencegahan Pemilu dicabut dan dinyatakan tidak berlaku dengan Peraturan Bawaslu Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor  869)
12. Perubahan Peraturan Bawaslu mengenai Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum

· bahwa Pasal 89 Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 mengatur bahwa Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu dilakukan oleh Bawaslu.
· bahwa bahwa ketentuan mengenai pengawasan Pemilu telah diatur sebelumnya dalam Peraturan Bawaslu Nomor 11 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bawaslu Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Bawaslu Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pengawasan Pemilu.
· bahwa ketentuan mengenai pengawasan Pemilu sebelumnya telah diatur dalam:
a. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pengawasan Pemilu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 792)
b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Bawaslu Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pengawasan Pemilu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 773)
· bahwa kedua Peraturan Bawaslu tersebut sepanjang mengatur mengenai Pengawasan Pemilu dicabut dan dinyatakan tidak berlaku dengan Peraturan Bawaslu Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor  870)
13. Penggantian Peraturan Bawaslu mengenai Pengawasan Tahapan Pencalonan Pemilu
· bahwa pengaturan dalam Pasal 93 huruf d angka 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang pada pokoknya mengatur mengenai Pengawasan Tahapan Pencalonan, membawa dampak kebutuhan perubahan terhadap Peraturan Bawaslu mengenai Pengawasan Tahapan Pencalonan Pemilu.

· bahwa Peraturan Bawaslu mengenai Pengawasan Tahapan Pencalonan Pemilu sebelumnya telah diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengawasan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 644)

· bahwa Peraturan Bawaslu telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku dengan Peraturan Bawaslu Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor  907).
14. Perubahan Peraturan Bawaslu mengenai Pengawasan Tahapan Pemutakhiran Data Pemilih Pemilu
· bahwa pengaturan dalam Pasal 93 huruf d angka 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang pada pokoknya mengatur mengenai Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam Pemilu, membawa dampak kebutuhan perubahan terhadap Peraturan Bawaslu mengenai Pengawasan Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam Pemilu.

· bahwa Peraturan Bawaslu mengenai Pengawasan Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam Pemilu sebelumnya telah diatur dalam:

a. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih Untuk Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 676);
b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2014 Tentang Pengawasan Pemutakhiran Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 845).

· bahwa kedua Peraturan Bawaslu tersebut dicabut dan dinyatakan tidak berlaku dengan Peraturan Bawaslu Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pemutakhiran Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum dan sedang dalam proses pengundangan di Kementerian Hukum dan HAM.
15. Perubahan Peraturan Bawaslu Pengawasan Tahapan Pencalonan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden 
· bahwa pengaturan dalam Pasal 239 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang pada pokoknya mengatur mengenai kewajiban Bawaslu untuk melakukan pengawasan atas verifikasi kelengkapan administrasi Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, membawa dampak kebutuhan perubahan terhadap Peraturan Bawaslu mengenai Pengawasan Tahapan Pencalonan Pemilu.
· bahwa Peraturan Bawaslu mengenai Pengawasan Tahapan Pencalonan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden sebelumnya telah diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pengawasan Tahapan Pencalonan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 846).
· bahwa Peraturan Bawaslu tersebut dicabut dan dinyatakan tidak berlaku dengan Peraturan Bawaslu Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden yang pada saat ini sedang dalam proses pengundangan di Kementerian Hukum dan HAM.
16. Perubahan Peraturan Bawaslu mengenai Pengawasan Tahapan Kampanye Pemilu
· bahwa pengaturan dalam Pasal 93 huruf d angka 5 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang pada pokoknya mengatur mengenai Pengawasan Tahapan Kampanye Pemilu, membawa dampak kebutuhan perubahan terhadap Peraturan Bawaslu mengenai Pengawasan Tahapan Kampanye Pemilu.

· bahwa Peraturan Bawaslu mengenai Pengawasan Tahapan Kampanye Pemilu sebelumnya telah diatur dalam:

a. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum  Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 97)

b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2014 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 849).

· bahwa Peraturan Bawaslu tersebut masih berlaku namun membutuhkan sinkronisasi dan harmonisasi dengan Undang-Undang Pemilihan Umum yang dijadwalkan akan selesai dibahas pada Tahun 2018.
17. Perubahan Peraturan Bawaslu mengenai Pengawasan Tahapan Dana Kampanye Pemilu
· bahwa pengaturan dalam Pasal 93 huruf d angka 5 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang pada pokoknya mengatur mengenai Pengawasan Tahapan Dana Kampanye, membawa dampak kebutuhan perubahan terhadap Peraturan Bawaslu mengenai Pengawasan Tahapan Dana Kampanye dalam Pemilu.

· bahwa Peraturan Bawaslu mengenai Pengawasan Tahapan Dana Kampanye dalam Pemilu sebelumnya telah diatur dalam:

a. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengawasan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 98)

b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pengawasan Dana Kampanye Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 848)
· bahwa Peraturan Bawaslu tersebut masih berlaku namun membutuhkan sinkronisasi dan harmonisasi dengan Undang-Undang Pemilihan Umum yang dijadwalkan akan selesai dibahas pada Tahun 2018.
18. Perubahan Peraturan Bawaslu mengenai Pengawasan Tahapan Pengadaan dan Pendistribusian Logistik Pemilu
· bahwa pengaturan dalam Pasal 93 huruf d angka 6 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang pada pokoknya mengatur mengenai Pengawasan Tahapan Pengadaan dan Pendistribusian Logistik Pemilu, membawa dampak kebutuhan perubahan terhadap Peraturan Bawaslu mengenai Pengawasan Tahapan Pengadaan dan Pendistribusian Logistik dalam Pemilu.

· bahwa Peraturan Bawaslu mengenai Pengawasan Tahapan Pengadaan dan Pendistribusian Logistik Pemilu sebelumnya telah diatur dalam:

a. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengawasan Perencanaan, Pengadaan, dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 396)

b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengawasan Perencanaan, Pengadaan, dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Presiden (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 847)
· bahwa Peraturan Bawaslu tersebut masih berlaku namun membutuhkan sinkronisasi dan harmonisasi dengan Undang-Undang Pemilihan Umum yang dijadwalkan akan selesai dibahas pada Tahun 2018.
19. Perubahan Peraturan Bawaslu mengenai Pengawasan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu
· bahwa pengaturan dalam Pasal 93 huruf d angka 7 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang pada pokoknya mengatur mengenai Pengawasan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu, membawa dampak kebutuhan perubahan terhadap Peraturan Bawaslu mengenai Pengawasan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu.

· bahwa Peraturan Bawaslu mengenai Pengawasan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu sebelumnya telah diatur dalam:

a.  Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 397)

b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum  Nomor 19 Tahun 2014 tentang Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 851)
· bahwa Peraturan Bawaslu tersebut masih berlaku namun membutuhkan sinkronisasi dan harmonisasi dengan Undang-Undang Pemilihan Umum yang dijadwalkan akan selesai dibahas pada Tahun 2018.
20. Perubahan Peraturan Bawaslu mengenai Pengawasan Tahapan Rekapitulasi Hasil Pemilu
· bahwa pengaturan dalam Pasal 93 huruf d angka 10 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang pada pokoknya mengatur mengenai Pengawasan Tahapan Rekapitulasi Hasil Pemilu, membawa dampak kebutuhan perubahan terhadap Peraturan Bawaslu mengenai Pengawasan Tahapan Rekapitulasi Hasil Pemilu.

· bahwa Peraturan Bawaslu mengenai Pengawasan Tahapan Rekapitulasi Hasil Pemilu sebelumnya telah diatur dalam:

a. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pengawasan Pergerakan Surat Suara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 398)

b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2014 tentang Pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 852)
· bahwa Peraturan Bawaslu tersebut masih berlaku namun membutuhkan sinkronisasi dan harmonisasi dengan Undang-Undang Pemilihan Umum yang dijadwalkan akan selesai dibahas pada Tahun 2018.
21. Perubahan Peraturan Bawaslu mengenai Pengawasan Tahapan Penetapan Hasil Pemilu
· bahwa pengaturan dalam Pasal 93 huruf d angka 10 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang pada pokoknya mengatur mengenai Pengawasan Tahapan Penetapan Hasil Pemilu, membawa dampak kebutuhan perubahan terhadap Peraturan Bawaslu mengenai Pengawasan Tahapan Penetapan Hasil Pemilu.

· bahwa Peraturan Bawaslu mengenai Pengawasan Tahapan Penetapan Hasil Pemilu sebelumnya telah diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pengawasan Penetapan Hasil Pemilihan Umum dan Penggantian Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 400)
· bahwa Peraturan Bawaslu tersebut masih berlaku namun membutuhkan sinkronisasi dan harmonisasi dengan Undang-Undang Pemilihan Umum yang dijadwalkan akan selesai dibahas pada Tahun 2018.
C. Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Non Tahapan Pemilihan dan Pemilu 
1. Peraturan Bawaslu mengenai Rapat Pleno

· bahwa pengaturan dalam Pasal 140 ayat (2) Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 mengatur bahwa jenis rapat pleno Bawaslu terdiri atas rapat pleno tertutup dan rapat pleno terbuka yang perlu diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bawaslu.
· bahwa ketentuan mengenai Rapat Pleno sebelumnya telah diatur dalam Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2015 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan, Pengawas Pemilihan Lapangan, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 919).
· bahwa ketentuan mengenai Rapat Pleno dalam Peraturan Bawaslu tersebut dicabut dan dinyatakan tidak berlaku dengan Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2018  tentang Rapat Pleno (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 178).
2. Perubahan Perbawaslu mengenai Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara
· bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 124, Pasal 128, Pasal 132, dan Pasal 567 Undanh-Undang No. 7 Tahun 2017, Bawaslu perlu melakukan penyesuaian terhadap Peraturan Bawaslu Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara.
· bahwa Bawaslu telah mengundangkan Peraturan Bawaslu Nomor 10 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 350)
3. Perubahan Peraturan Bawaslu mengenai Tata Cara Pemberian Keterangan dalam Perselisihan Hasil di Mahkamah Konstitusi
· bahwa untuk menjaga integritas jajaran Pengawas Pemilu dan mewujudkan tertib administrasi dalam memberikan keterangan perselisihan hasil secara efektif dan terintegrasi, perlu adanya mekanisme dan prosedur yang tepat.
· bahwa Tata Cara Pemberian Keterangan dalam Perselisihan Hasil di Mahkamah Konstitusi sebelumnya telah diatur dalam Peraturan Bawaslu Nomor 13 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pemberian Keterangan Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum di Mahkamah Konstitusi Bagi Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 792).
· bahwa Bawaslu telah mengundangkan Peraturan Bawaslu Nomor 22 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Keterangan dalam Perselisihan Hasil di Mahkamah Konstitusi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor  871)
4. Peraturan Bawaslu mengenai Bantuan Hukum

· bahwa bantuan hukum diberikan kepada pengawas Pemilihan Umum dan/atau pegawai di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum dalam menghadapi permasalahan hukum yang perlu dilakukan secara terkoordinasi agar terciptanya pemberian bantuan hukum secara tertib dan terintegrasi di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum.

· bahwa Peraturan Bawaslu mengenai mekanisme pemberian Bantuan Hukum belum pernah diatur dengan Perbawaslu.
· bahwa Bawaslu telah mengundangkan Peraturan Bawaslu Nomor 26 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Di Lingkungan Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia yang pada saat ini sedang dalam proses pengundangan di Kementerian Hukum dan HAM.
5. Perubahan Peraturan Bawaslu Mengenai Organisasi, Tugas, Fungsi, Wewenang Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Bawaslu, Sekretariat Bawaslu Provinsi dan Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota 
· bahwa perubahan pengaturan dalam Pasal 152 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang pada pokoknya mengatur mengenai perubahan sifat kelembagaan di Bawaslu Kabupaten/Kota yang menjadi permanen dan pemekaran Struktur Organisasi Bawaslu menjadi 2 (dua) Kedeputian serta 1 (satu) Inspektorat Utama, membawa dampak kebutuhan perubahan terhadap Peraturan Bawaslu mengenai Organisasi, Tugas, Fungsi, Wewenang Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Bawaslu, Sekretariat Bawaslu Provinsi dan Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota.

· bahwa Peraturan Bawaslu mengenai Organisasi, Tugas, Fungsi, Wewenang Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Bawaslu, Sekretariat Bawaslu Provinsi dan Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota sebelumnya telah diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2013 tentang tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 197).

· bahwa Peraturan Bawaslu tersebut masih berlaku namun membutuhkan sinkronisasi dan harmonisasi dengan Undang-Undang Pemilihan Umum dan masih perlu menunggu Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan yang dijadwalkan akan selesai dibahas pada Tahun 2018.
Demikian Laporan hasil identifikasi, analisis, dan pemetaan kebutuhan Peraturan Bawaslu terhadap peraturan perundang-undangan kami sampaikan.

Terimakasih.~ 
